
 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 16 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 199 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                                

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah 
Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 199             
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan                    
Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

  b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian belanja untuk 

kegiatan yang bersifat mendesak, maka Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali 
dan dilakukan penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan   
Bupati Garut tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan            
Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia   
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan                 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6      

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 57); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018            
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            
Nomor 1777);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan 
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan 
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut               
Tahun 2005 Nomor 17); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut             
Tahun 2021 Nomor 5); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                      
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2023 Nomor 12); 

29. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah             
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut                  
Tahun 2023 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 13 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut 
Nomor 199 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 13);  

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-73             
Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Garut 
Provinsi Jawa Barat; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :    PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 199 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 15), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp3.752.393.312.012,00 (tiga triliun tujuh ratus 
lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua 
belas ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai;  
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b. Belanja barang dan jasa;  

c. Belanja bunga; 

d. Belanja hibah; dan 

e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.140.352.980.574,00 (dua triliun seratus empat 
puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh 
ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp1.106.807.182.943,00 (satu triliun seratus enam 
miliar delapan ratus tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan 
ratus empat puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp485.138.748.495,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar 
seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu 
empat ratus sembilan puluh lima rupiah). 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp20.094.400.000,00 (dua puluh miliar sembilan 
puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp2.140.352.980.574,00 (dua triliun 
seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus 
delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;  

b. belanja tambahan penghasilan ASN; 

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
ASN; 

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD; 

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; 

g. belanja pegawai BLUD. 

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp1.387.959.467.183,00 (satu triliun tiga 
ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta 
empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);  

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp197.113.163.058,00 (seratus sembilan 
puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta seratus enam puluh tiga ribu 
lima puluh delapan rupiah); 
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(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp376.183.102.071,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus 
delapan puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah); 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp34.564.472.132,00 (tiga puluh empat 
miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua 
ribu seratus tiga puluh dua rupiah); 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp635.828.638,00 (enam ratus tiga 
puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga 
puluh delapan rupiah); 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp877.585.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus 
delapan puluh lima ribu rupiah);  

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
direncanakan sebesar Rp143.019.362.492,00 (seratus empat puluh tiga 
miliar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus 
sembilan puluh dua rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp410.471.783.203,00 (empat ratus sepuluh miliar 
empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu 
dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal bangunan dan gedung; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp19.630.802.200,00 (sembilan belas miliar enam 
ratus tiga puluh juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp133.038.796.484,00 (seratus tiga puluh 
tiga miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu 
empat ratus delapan puluh empat rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp182.566.698.924,00 (seratus delapan 
puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan 

puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.696.934.718,00 (lima puluh 
delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga 
puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). 
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp16.483.550.877,00 (enam belas miliar 
empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan 
ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).   

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp34.386.521.335,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus 
delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh 
lima  rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal II 

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Garut    
pada tanggal 20 - 6 - 2024 

Pj. BUPATI GARUT, 

t t d 

BARNAS ADJIDIN 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 20 - 6 - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

     t t d 

NURDIN YANA    

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 16 


